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A. Latar Belakang Ma‘s’|alah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan
manusia Indonesia ﬁeutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur, Dalam

A
mewujudkan tujuan| pembangunan nasional, mutlak perlu dilaksanakan

pembangunan disegalllia bidang kehidupan, seperti halnya pembangunan dibidang

<l
ketenagakerjaan, baikltenaga kerja swasta maupun Pegawai Negeri Sipil.

» Dalam rangkdl mencapai tujuan nasional tersebut, Pegawai Negeri Sipil
| '
sebagai aparatur Negara mempunyal peran yang sangat strategis dalam
|
mengemban tugas per'|nerintah dan pembangunan. Sejauh ini masyarakat menilai

kinerja para aparat birokrasi dari pusat sampai daerah masih buruk atau masih
I

dinilai belum berubah. Dimata publik, kinerja, mentalitas, dan disiplin Pegawai
1

Negeri Sipil masih jauh dari mencukupi. Kekuasaan terletak dalam sistem dan
|

keteladanan atasan. \

i
Dalam ketetapr?n MPR Nomor [V/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar

Haluan Negara (GB[%i.N) ditegaskan bahwa pembangunan aparatur diarahkan

pada peningkatan kuai:itas, efisiensi, dan seluruh tatanan,administrasi pemerintah
N

yang bebas dari koru'p'ls;i, kolusi dan nepotisme termasuk peningkatan kemampuan
|

|
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Pendidikan d'afn pelatihan jabatan bagi para Pegawai Negeri Sipil perlu
ol
dilaksanakan untuk' meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai.

Pendidikan dan pelatihan jabatan sebagai sarana penunjang peningkatan prestasi

kerja pegawai dan n'llerupakan salah satu langkah untuk meningkatkan mutu

profesionalisme, kesl't';:tiaan, pengabdian dan pengémbangan wawasan serta
pembinaan karir aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
o

masyarakat. Masyarakat disini termasuk didalamnya adalah aparatur pemerintah
|
|

|
yang lain yaitu chawl'clli Negerti Sipil yang mengabdi dan melayani masyarakat.
Pembangunanibangsa tidak lepas dar1 peranan apartur pemenintah yang
h

|
berkualitas, uniuk lebih meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektifitas seluruh

.|
tatanan administrasi pemerintah dan pembangunan, termasuk kemampuan,

|

pengabdian, keteladanan dan kescjahteraan aparatnya, maka perlu dilaksanakan
|
4

mangjemen yang mod?m, pendidikan dan pelatihan, sechingga tujuan yang ingin

dicapai dapat tercipta.zﬁ Dalam hal ini adalah pendidikan dan pelatihan jabatan
Pegawai Negeri Sipil. {,III

Pendidikan dar:l'l pelatihan Pegawai Negeri Sipil sangat besar peranannya
seperti yang dije:lask'ar:l'| dalam Undang-Undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun
1999 Tentang Perubah'z;m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian pf';'i:la Pasal 31 ayat (1) yang disebutkan sebagai berikut:
I
“Untuk mencapal daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya
diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
jabatan Pegawal Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan
pengabdian, mutu keahlian, kemampuan dan keteramp

Pasal tersebut menegaskan bahwa pclatihan pegawai (pg) nitro™"
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serta mampu melak?}anakan pekerjaan atau tugas dengan baik melalui usaha-
'

usaba peningkatan niutu keterampilan, sikap dan tingkah laku pegawai. Hal ini

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawamn
||
dalam pasal 12 berbunyl
|
“Manajemen | Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin
penyelenggaran tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna
dan berhasil: guna

Badan kepega}walan sangat penting dan berpengaruh untuk menunjang
pelaksanaan pelatihar,;" pegawai dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki
hasi] kerja pegawal, n'llilembantu pegawai dalam mgnyelesaikan pekerjaan mereka,
sehingga dalam be.]‘:.;erja lebih cepat, rasional, efektif, terutama dalam

meningkatkan prest'cu;ir ||k€:lja pegawai.

Sistem pelaksa;lgaan pelatihan pegawai itu harus didasarkan kepada sistem
1I
pelatihan pegawai yang tepat dan menunjang prestasi kerja pegawai didalam

I
melaksanakan pckerjaannya, apabila sistem pelatihan pegawai yang dilaksanakan

belum sesuai dengan s’istem pelatihan pegawai yang tepat, maka bagi yang telah
|
mengikuti pelatihan p‘lélgawai itu masih merasakan belum efektifnya pekerjaan

yang dilakukan sehing{?a masih terdapat kelemahan-kelemahan yang dirasakan

sepertt: | ",I

a. Dalam melaksanakan pekerjaan, tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan itu
dinilai belum mcme;l:puhi prestasi kerja yang memuaskan.

I| .

b. Dalam melaksanakan pekerjaannya tidak tercapai sasaran atau tujuan yang
N
i
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Mengenai h%l tersebut, maka diperlukan peningkatan pelaksanaan
pelatihan pegawai yi;’lng sesual dengan sistem pelatihan pegawai yang tepat,

sebagaimana diatur db'ilam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
| .

Pendidikan Dan Pelatjllhan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Sejarah Badan, Kepegawaian Daerah tidak lepas dari sejarah perjuangan
bangsa dan tatanan pqllitik yang berkembang sejak proklamasi 17 Agustus 1945,
sejak berdirinya pemeﬁntahan Republik Indonesia sampai sekarang .

Masyarakat menilai bahwa sumber daya manusia yang dihasilkan setelah
I

mengikuti pendidikan:'ldan pelatihan temyata masih kurang menunjukkan hasil

yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan dan diinginkan oleh pemerintah,

terbukti belum cukuflj maksimalnya peningkatan mutu dan koalitas, serta

profesionalisme Pega\lﬁrai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan
|
pelatihan di unit kerjariya masin-masing.

|

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan
I
membahas mengenai |i”Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

Negeri Sipil Di Kabupaten Sleman”.

. Pernmusan Masalah i
|

Berdasarkan uirjaian latar belakang masalah tersebut, maka dapat
|

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
'
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2. Faktor-faktor apa ;llsaja yvang mempengaruhi keberhasilan pendidikan dan

pelatihan Pegawai.fﬁﬂegeri Sipil di Kabupaten Sleman?
: |

C. Tujuan Penelitian |

'I
Penelitian yaugi dilakukan dalam bentuk penulisan skripsi ini mempunyai

tujuan sebagai barikut:|

1.

Untuk mengetahui | pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri
i

Sipil di Kabupaten EISleman.

Untuk mengetahui 't‘"aktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan

dan pelatihan Pegav;vai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman.
|
|

D. Manfaat Penelitian |

1.

1

Secara teoritis i'\
Untuk menambah perbendaharaan bahan pestaka dalam pengembangan ilmu
|

pengetahuan khusuls:nya hukum kepegawaian.
Secara praktis :i'
Skripsi in! dapat dlijadikan bahan pertimbangan atau sumbang saran bagi
Pegawai Negeri ISlllipil di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dalam upaya

|
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E. Tinjauan Pustaka '

1. Pengertian Pega“}ai Negeri Sipil
'
Secara 1'm'mm pengertian pegawai adalah orang yang bekerja pada

instansi pcmerlntzllh atau perusahaan, dan sebagainya'. Pasal 1 a Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang
dimaksud dengan-{aegawal negeri adalah:

“Mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan
perundang- undanga'l yvang berlaku, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi
tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan
perundang—uILdangan dan diga)i menurut peraturan perundang-undangan
vang berlaku”.

|

Secara khLi1|sus, pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana

dimaksud dalamllI Undang-Undang. Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Kepegawaian, Paslsl}l 1 ayat (1) yaitu;
i
”Setiap wz'lilrga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara
lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku™.
}
Berdasarkafl] pengertian-pengertian diatas, maka dapat dikatakan
A
bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang

telah memenuhi persyaratan tertentu untuk diangkat menjadi pegawai negeri

sehagal abdi ne;lgara dan abdi masyarakat, diserahi tugas untuk
|

menyelenggerakan. |pemerintahan dan pembangunan serta digaji berdasarkan

peraturan perundan Ig-undan gan yang berlaku.
|
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i
Adapun’ pengertian pepgawai negeri sevara fungsional sebagai mana
dimaksud dalamf Pasal 3 Undang-Indang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Kepegawaian bahwa:
|
*Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi
Negira, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan
keta’étan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Negara
dan'y| pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan
pembangunan”.

Uns'ur-.u:nslur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut
i
pegawai negeri ‘adialahzz
1. Seseorang }:;alil £ memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam
* peraturan perl;_'ndang-undangan yang berlaku.

2. Diangkat oleh' pejabat yang berwenang.

)

Diserahi tug:asf dalam sesuatu jabatan Negara atau tugas Nepara lainnya.

4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
y
|

2. Pendidikan dan pclatihan

a. Pengertian Pendidikan Dan Pelatihan
Pen,d!'l'dikan adalah segala usaha membina kepribadian dan
men gembangkian kemampuan manusia Indonesia jasmaniah dan roﬂaniah,
yang beriang'mimg seumur hidup, baik didalam maupun diluar sekolah,

dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat adil dan

|
makmur berdasarkan pancasila.
|

?'Rozali Abdullah, Hukium Kepegawaian, him. 15
|
i
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|
Lati}:mn adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses
i
belajar untukimemperoleh dan meningkatkan ketrampilan diluar sistem

pendidikan y'z'}ng berlaku dalam waktu vang relatif singkat dan dengan

metode yang 1|chih mengutamakan praktek dari pada teori”.

Pera'ltluran Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang

|
Pendidikan da'n Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan
'|
pelatihan Peg'z'llwai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah
|

| . . ]
proses peny,elf.'.’nggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan
]

kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
|
|

. Tujuan Pendidikan Dan Pelatihan

Tuj uziln diklat pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
101 Tahun 2(!}100 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negert Sipil adélilah sebagai berikut:
1. Meningkatll(lan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk
|

melaksanal{lfan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi

kepribadian|dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan

instansi. ||
2. Menciptaka’lra aparatur yang mampu berperan sebagai pembarn dan

|
perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
|

3. Memantapk'gim sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada

H
pelayanan; ﬁl'engayoman dan pemberdayaan masyé
| " nitro™"
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4. Menciptaili:an kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam

melaksalngkan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi

terwujudnya pemerintahan yang baik.

y
¢. Jenis Pcndidi:l(an Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
'
Per_a:tlluran Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang
!
pendidikan dalln pelatihan jabatan pegawai negeri sipil pasal 2 bahwa,

pendidikan da'fl pelatthan pegawai negeri sipil terdiri dari dua jenis yaitu:
|

1. Penclidil-:at| dan pelatihan prajabatan

Pendidika:'g]. dan pelatihan prajabatan dilaksanakan bagi pegawai calon
|

negeri si:pil guna membenkan pengetahuan dalam rangka

| pembentul%an wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika pegawai

negeri si"f:li], disamping pengetahuan dasar tentang sistem
1

penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya

|
organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan peranannya

sebapi pel:fillyan masyarakat, sebagaimana discbutkan dalam Pasal 7

Peraturan P;?.mcrimah Nomor 101 tahun 2000.
Peln:c.!lidikan dan pelatihan jabatan dapat dibagi menjadi tiga
tingkat, yai%uc‘:
a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan untuk golongan I untuk
menjadi:l |pegawai negeri sipif golongan I.

l " nitro™"
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b. Penglifcliikan dan pelatihan prajabatan untuk golongan Il untuk
l

menja.%h' pegawai negeri sipil golongan IL

c. prajabatan untuk golongan IIl untuk menjadi pegawai negeri sipil
| .
golonglan 111
|
2. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, dapat dibagi menjadi tiga

bagian, yz{‘_iltu:
'
|
a. Pendic!likan dan pelatiban struktural/kepemimpinan

Pendidikan dan pelatthan  struktural dilaksanakan sebagai
|

persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan struktural sebagai

peleng}éap kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan struktural

tenentfll[. Pendidikan dan pelatihan struktural atau disebut dengan

pendid%lran dan pelatihan kepemimpinan terdiri dari empat
tinpkatan, yaitu:

1. l.'lDik]atpim tingkat IV merupakan pendidikan dan pelatihan

- Ilimtuk pegawal negeri sipil yang menduduki jabatan

'ls'truktural Eselon IV,

2. Il%)ik]atpim tingkat III mernpakan pendidikan dan pelatihan

| :;'mtuk pegawai negeri siptl yang menduduki jabatan
' 's|:truktural Eselon IIL

3. ];Z!I)iklatpim tingkat II merupakan pendidikan dan pelatihan

lellntuk pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan

rbam bl TPl el TT
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4. ;Diklatpim tingkat I merupakan pendidikan dan pelatihan

.;luntuk pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan

lstruktural Eselon I.

b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

l:iPendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah salah satu

jenis, plg:ndidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil dan

meru'p{jkan bagian integral dari sistern pembinaan karier pegawai
negeri :sl'.ipil.
3. F‘endidikaﬁl'| dan Pelatithan Teknis
Dill:::ilat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan

kompetengi teknis yang diperlukan untuk peleksanaan tugas Pegawai
W

|

Negeri Sip'ill. Pendidikan dan pelatihan teknis juga memiliki peranan
| j .

yang sangat strategis dalam menunjang tugas pokok organisasi karena

dapat mér"1|ringkatkan wawasan dan pengetahuan serta merubah
perilaku kgl}ja aparatur kearah yang lebih baik.
d. Peserta Diklat Pegawai
Perafl‘uran Pemerintah Nomor 14 tahun 1994 tcntang pendidikan
dan pelatihanl;ifabatan pegawal negeri sipil pasal 10 sampai dengan 13,
bahwa peserta ,f;iklat antara lain adalah:

1. Peserta Pexilldi dikan dan Pelatihan Prajabatan

Pes'f%rta adalah calon pegawai negeri sipil -~=~ br=rnnt dn

R ) -i-laJ:—nnnu tonwsmnmsdls  anlralal aalralale 1
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diangkat 'menjadi pegawai negeri sipil, wajib mengikuti dan lulus
]

pendidikz;l:lrll dan pelatihan prajabatan.
2. Peserta P'élndidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan

Peferta Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan adalsh

'
pegawai mnegeri sipil yang akan atau telah menduduki jabatan
II

struktural yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
1
a) Menduduki pangkat sekurang-kurangnya setingkat lebih

r‘él,ndah dari pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan
i

yl,'fmg akan di duduksi.

I
b) Mempunyai pendidikan serendah-rendahnya pendidikan
|

rrll'enengah.
c) NTemiliki potensi yang dapat dikembangkan, telah membuat
ppllestasi dalam melaksanakan tugasnya, mampu menjaga

ré'putasi baik bagi dirinya maupun instansi dan memiliki
|
ke}mauan keras untuk mengikuti pelatthan yang

|
bersangkutan, serta syarat-syarat lain yang ditentukan oleh

in'll'stansi pembina,
3. Pesrta Dik_lllliat Fungsional dan Peserta Diklat Teknis
Pes:t:?:irta Diklat Fungsional adalah pegawai ncgeni sipil yang
akan atau tblah menduduki jabatan fungsional tertentu. Peserta Diklat

|
Teknis adal‘ah pegawai negeri sipil yang membutuhkan peningkatan

N
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. Tenaga Dilcibt Pegawai

B
Keputusan XKepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

b

193/X111/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan
Jabatar Pegz;'l\fvai Negeri Sipil menjelaskan bahwa tenaga pendidikan dan

pelatihan peg'e'rlwai negeri sipil terdiri dari:
l
1. Widyaiswara
o

Widyaiswara sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1)
|

adalah seSeorang yang dapat ditugasi memberikan fasilitas dalam

agenda pe}nbelajaran Pegawai Negen Sipil, dengan kata lain pegawali

Ll
negeri Sipl'il yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak

oleh pej_aB:at yang berwenang untuk mendidik, mengajar dan melatih

secara pe':nuh pada unit pendidikan dan pelatihan, baik instansi

|
) 1 | |
pemerintah maupun swasta.
|

2. Pengelola :I:Jembaga Diklat Pemerintah
.P:engelola lembaga diklat pemerintah menurut pasal 23 ayat

1
(1) adalah'l\‘Pegawai negen sipil yang bertugas pada lembaga diklat
instansi pé;merintah yang secara fungsional mengelola diklat pada

instansi yalillg bersangkutan,

3. Tenaga Ke;c'liklatan Lainnya
1

Rellgawai Negeri Sipil atau pejabat atau seseorang yang

bukan widjlfaiswara, bukan pengelola unit program nelatihan tetani

! .
Ifﬂrﬂ“n [Vﬂﬂ"\l'ﬂ“ ]rchmnm “““““ ndon lrﬂf‘.'l"l‘
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|

diikutsertakan dalam seluruh atau sebagian kegiatan pencapaian

tujuan pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.

f. Kurikulum Dikiat
I
Keten:clluan mengenai kurikulum dikiat diatur dalam Pasal 17

Peraturan Peiiljleﬁntah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan Dan
Pelatihan J ab%tan Pegaeai Negen Sipil, yaitu:

L. Kurikulun:l diklat prajabatan dan diklat pimpinan/struktural

[
: ol . : i
dltetapkanlwoleh instansi Pembina.

2. Kurikulum diklat fungsiona! ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan
fungsiona_i:
|

3. Kuriku]uri"l! diklat teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang
i
|

bersangkutan.

|
3. Prestasi Kerja

Prestasi ketja mutlak harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang

dapat dicapai setiap karyawan. Penilaian prestasi kerja penting bagi setiap
!
karyawan dan berguna bagi organisasi untuk menetapkan kebijaksanaan

|
selanjutnya. Kamtls Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa prestasi kerja

adalah hasil kerja yang dicapai dan dibebankan kepadanya.’ Penilaian
prestasi kerja adi‘ll%h evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah

dilakukan karyawa'llTl dan ditujukan untuk pengembangan.®

|
: I, " nitr
> Peter Salim dan Yenny Salim,lOp, Cit., Him. 1150 Jownlos

[ I T K R < A R wr S SR T T - T Y T N T T

PDF’




Edwin Filoppo menyebutkan ukuran-ukuran prestasi  kerja

gl s seuadu

melipiti’:

. Mutu kerja|yang berkaitan dengan ketepatari, keterampilan dan krapian
hasil pekerjdn.

Ll
2. Kualjtas kelﬁ? berkaitan dengan pelaksanaan tugas kerja yang tidak hanya
|

diperhitungkz%n dari tugas reguler tetapi juga penerimasan tugas ekstra dan

|1
kecépatan dalam menyelesaikan tugas tersebut.

|
3. Ketangguhah!berkaitan dengan ketaatan mengikuti peraturan keselamatan
\ !
I.

l
dengan bai l(| 1nmisiatif, ketepatan waktu kehadiran.

4. Sikap yaitplﬁerkaitan dengan rasa tanggungjawab, dapat bekerja sama

|
dengan oranlg.lain dalam menyelesaikan peketjaan,

F. Metode Penelitian '

Penelitian ini dilakulk;zm dengan kepustakaan dan penelitian lapangan.

i 1
1. Penelitian Kepusitaf(aan
[
_ Penelitiap‘! I‘{epusrakaan adalah penelitian dengan cara studi pustaka
i
|

yaitu dengan cara| membaca dan memahami peraturan perundang-undangan,

buku-buku literatur dan dokumen-dokumen. Referensi bagi penulis

|
dimaksudkan unltﬁk memperoleh data sekunder tentang permasalahan yang

erat hubungannyﬁasldengan obyek yang akan diteliti. Bahan-bahan yang akan

dipergunakan adal\l__uh:

" Edwin B. Filoppo, Manajemdy Personalia, him, 65.
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4. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari Undang-Undang

dan Perannja,lrili yang berlaku dan sesuai dengan obyek penelitian. Bahan

hukum pmﬁej;'lr terdiri dari:

1) Undang‘—I:EIndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepega\lrwitian.

2) Undang—Undang Nomor 43 Tahun 1999 Teniang Perubahan Atas
Undzmg-lUi rdang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Kepegawélllan.

|
3) Peraturan lPemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan

|
Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
' |
4) Peraturan Pemen ntah Nomor 14 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Dan
' ||
Pelatihan JI abatan Pegawai Negeri Sipil.

"

5) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

193/)(111/19/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan Dan
| |
Pelatthan J !abatan Pegawai Negeri Sipil.
6) KeputusmiliKepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun
|

2003 tentaing Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan

|
Pendldlkan'| dan Pelatihan Teknis.
1
7 Keputusan 'Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun

2003 ten;zllng Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan

L}
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8) Peraturan|Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Perubahan I Atas Peraturan
I

Daerah 'Nllomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pcmerint'lei}h Kabupaten Sleman.

9) Keputusla'illll Bupati Sleman Nomor 38/Kep.KDH/A/2003 tentang
Struktur: %)rganisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata
Kena Bacllgn Kepegawaian Daerah.

b. Bahan Huku'n’l Sekunder
v

Baha:nl hukum sekunder merupakan bahan hukum yang

memberikan ficnje]asan mengenai bahan hukum primer, serta membantu
|

1
dalam menga'inalisis dan memahami bahan-bahan sekunder. Hahan

l

sekunder terdii'i dari:

1) Buku-b:u]i(u yang membahas mengenai hukum pegawai negeri Sipil.

2) Buku-bp]:{u yang membahas mengenai pendidikan dan pelatihan
jabatan;ﬁl?gawai negeri sipil.
3) Buku-bukLl yang terkait dengan obyek penelitian.
i

c. Bahan Hukum Tersier
|
Bahan -gfang didapat dari kamus atau ensiklopedia. Bahan hukum
|

|
tersier yaitu l:)'e'r'lupa Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.

|
t

2. Penelitian Lapanggln

Penelitian|ini dimaksudkan untuk memperoleh

" nitro™"
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a. Lokasi Penelitian
Penelitian ilili\dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah.

b. Tehnik Pen'lg%mbilam Sample
Sample adaial!l sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak
diselidiki dqq! dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi.
Carapen gaxnl!q'ilan sample dengan Probability (random) yaitu semua
sample dalalllli'populasi mempunyai kesempatan yang sama.

|

c¢. Responden u|i

c
Staf Bidang Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman atau
't

1l
yang mewaki 11]

|
d. Teknik Pen g'ul'lnpulan Data

Adapun data yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan cara

|

wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan

narasumber. |

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari
|
penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode:
|

a. Analisis D:élskﬂptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data yang

didapat dlall|1 teori maupun dari hasil penelitian lapangan, sehingga

mampu r.rier:ljawab permasalahan yang ada.

b. Analisis I;:ull:;llitatiﬁ yaitu data yang diperoleh ¢

I-L . an eq 1 T FUND FRRS SN n nitr s



G. Sistematika Penulis'a'n

Untuk mempermudzh pemahaman skripsi ini disusun secara sistematis

dalam bab per bab yzilr'lg saling berhubungan antara satu dengan yang lain, yaitu:

BABI

BAB II

BAB III

Peﬁdahu_li%an

Bab ini :Iiileng'uraikan ‘'secara singkat gambaran umum tentang latar

belakang Iinasalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan metode

peneliti aln.‘
b

Tinjavan |[Umum tentang Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan dan

Pelatihan Pepawai Negeri Sipil

A, Tin_jéulglan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil

Dalalm!

bab iml menjelaskan tentang pengertian Pegawai Negeri

o
Sipil, funpsi dan tugas Pegawai Negeri Sipil, hak dan kewajiban

Pega'WeLi Negeri Sipil.

B. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

Negerlil Sipik.
1

L )
Bab in}
H|
tuj uan.i

menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan pelatihan,

pendidikan dan pelatihan, asas-asas pendidikan dan

pelatih;zl'm, Jenis pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil,

pese(ta:

diklat pegawai, tenaga diklat pegawai, kiurikulum dikIat.

i
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

o . : i
Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum Baden ¥anacauraian

Daerah I:(a_bupaten Sleman, pelaksanaan pendis

Poaaurmi ' Nomor Cival Ynhinntan Qlaman C

" nitro™"



BABIV

f

|

pendidikall'll dan pelatihan, kurikulum dan metode pendidikan dan
i

pelatihan,jhak dan kewajiban pescria diklat, sanksi pendidikan dan

|
latihan, ' l'|:elulusan pendidikan dan pelatihan, pemantavaan dan

evaluasi; p:endidikzm dan pelatihan, faktor-faktor yang mempengaruhi

o
keberhasilan diklat.

N
PENUTU

C

Tal Jud hedmmsvailine tantnne Farimrmnlan Aan o cnran
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